FERATLIHAN MENTERI AGAMA REEPUBLIK [INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG

FENGENDALIAN GRATIFIKAS] PADA KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

Mengingal

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk messajudkan penyelenggorasan negara
vang bersih dan bhebas dan korups:, kolus, cdan
nepatisme pada Rementerian vang menveleneparakan
urisan pemerintaban di ndang agama, perlu adanya
upaya pengendallan  gratilikasi secara  aisternatis,
terstruktur, kemprehenszil, terintegrasi, dan akuntabel;
bahwa Peraturan Menteri Agama MNomor 34 Tahun
2019 tentang  Pengendalian Gratibkasi  pada
Kementerian Agama  sudah  tidak sesusal  dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat
sehingga perlu diganti,

bahwa  berdasarkan petrtimbanpgan  sebagaimana
dimaksud dalam huraf a dan huraf b, perla
menetapkan  Peraturan Menteri  Agama  tentang

Petigendalian Gratilikasi pade Kementerian Agama;

Pagal 17 avat [2) Undang-Undang Dasar Negata
Reputl]ik Tndonesia Tahun 1943;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan MNegara yang Bersih dan Bebas dari

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme {Lembaran Negara



Repubilik Indonesia Tahun 19499 Momor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3851,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tenlang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimane telah diubah  dengan
Undanp-Undang Nomore 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan aias Undang-Undang Nomor 31 Tahun
15499 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2001
Momor 1324, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4130);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tenlang
Kamisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2002
Woppeor 137, Tambahan Lembaran MNepara Republbk
Indrnesia MNomor 4250) sebagaimana telah beberapa
kali dmubalh terakhir dengan Undang-Undang Nomor
18 Tahunm 2019 tentang Peeubahan Kedus  wias
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 1enlang
Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Koogpsi
[Lermibaran Negara Republik Indonesia Tahan 2019
Momor 197, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomuor &404);

Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2008 tentang
Eementerian Negara  {(Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 WNomor 166, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 49 16);
Undang-Undung Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara [[embaran Megara Republik
Indanesia Tahun 2014 Nomor £, Tambahan Lembaran
Megara Kepublik lndonesia Nomor 54404);

FPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pepawai Neperi Sipil [Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor &037)



Menetapkan

10

L1.

12,

13.

sebagaimana  telah  dimbah dongan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 rentang Penabahan
atas Peraturan Pemerintah Neomor 11 Tabun 2017
tertang Manajemen Pegawai Megen Sipil (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor B,
Tambahanh Lembaran MNegara Republik Indonesia
Natnor &477);

Peraturan Femerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negars Republik Indenesia Tahun
2018 Neomor 224, Tambahan Lembaran HNegara
Reptuiblik [Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementenan Agama (Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2015 Namar 168):

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Sirafegi Masional Pencegahan  Korups,  [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaor 108);
Peraturan Menteri Apama Nomer 41 Tahun 2016
tenkang  Pengawasan  Internal pada  Kementerian
Apgama |Berita Nepata Repubiik Indoncsia Tabun 2016
Natoor 1494),

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Drganisas dan Tata Kega Kementerian Agamy
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomaor
1495,

Peraturan Komisi Pemberantasan RKorupsi Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita
Mepara Eepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTLISEAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGENDALIAN
GRATIFIKAS] PADA KEMENTERIAN AGAMA,




BAB ]
KETEMTUAN UMLUIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang diinaksud dengan:

1.

Gratifikasi adalah pemberian dalarn arti luas, yakni
meliputi pemberiah uang, barang, rabat [discount,
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fusilitas lainnya, baik yang diterima
di dalam necger maupun di luar negen dan yanog
dilakukan denpan menggunakan sarana clckironuk
alat) lanpa sarana clektronik.

Unit  Pengendalian  Gratibkasi  yang  selanjutnya
disingkal UPG adalah unit yang dibentulk alau
ditunjuk oleh  pejabat  vang berwenang pada
kernenteriann yang  menvelengparakan urilsain
pemerintahan di bidang agama uniuk melakulan
fungsi pengendalian Gratifikasi.

Pepawal Kementerian Agama yvang selanjutnys. dischut
Pegawai adalah penyelengpara negara, pegawal negeri
sipal, dan pegawsi pemerintah dengan perjanjian kerja
vang dangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
dizerahi tugas dalam suaty jabatan  pemerintaban
alay diserahl ugas laintya, lermasule pegawal yang
ditugaskan pada kementerian yang menvelengparakan
urusan pemerintahan di bidang agama dan digaji
berdasarkan kctentuan peraturan  perundang-
undangan.

Pihak Lain adalah seluruh pihak baik cksternal
maupun internal kementerian yang menyelenggarakan
arusan  pemerintaban b bidang  agama,  orang
peracorangan, kelompol, atay korporas.

Pelapor adalah Pepawal yanp menvarmpaikan laporan
atas pernenmaan atau penalakan Gratifikazsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang sclanputinya

disinghal KPK adalah Lembapga Negara sebagaunana




1Q.

11.

12,

dicnakszud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
20002 tentang Konusi Pemberantazan Tindak Pidana
Korupsi sehagaimane telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua ataz Undang-Undang
Noemor 30 Tabun 2002 entang Komusi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Berlaku Umum adalah suatu kondisi pembrerian yang
diberlakukan sama dalam  hal  jenmis, bentok,
persyaratan atau nilai, vatuk semua peserta, tam,
undengsn,  pegawdl,  nasabah,  pelangean,  gtaa
Konsumen.

Benluran Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai
merubiki atau patut diduga memiliki kepentingan
pribadi  atan  kepentingan  kelompok atas  setiap
penggunaan  wewenang yang dimilikinya  sehingps
dapat mempengarohi kualiles  dan kinerja  yang
seharusnya.

Kedinaszan adalah seluruh aktivitas resmi Fegawal
yvanp berhubunean dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi serta jabatannya.

Setara Uang adalah segala sesuatu yang mudah
dicairkan, meliputi namun tak terbatas pada voucher
belanja, pulsa, cek atau gino, dan logam mulia.
Kementerian adlalab kementerian YHNE
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bhidang
ApATd.

Mcnteri adalah menteri vang  menyelenpgearakan

urusan pemdrititahan di bidang agama.




BAB [l
KEWAJIBAN PEGAWAI DAN RATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Kewajitan Pegawal

Pasal 2

(1} Pepawal waib menolak Gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan dun berlawanan dengan Kewsajiban
atau ugas.

(2] Pegawni dapat melaporkan  penolakan  Gratifikasi
schogrimana dimaksud pada ayvat [1) melaha UPG
atau kepada KPKk,

(3] Dalam hal Pepawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} tidak dapat menclak Gratifikasi, Pegawal wajib
melaporken penerimaan Grabifikasi melalul UPG atau
kcpada KPK.

(4} Gratilikas) vang tdak dapat ditclak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] merupakan {3ratifikasi vang
metnemihi kondisi:

a. {ratifikasi tidak ditcrima secara langsung;
b, pemberi Gratifikasi tidak diketahui; dan/atan
c.  penerima Gratiikast magu dengan kalegen

Gratifikasi yang diterima.

Bagian Kedua

Katcgon Gratifikasi

Paszal 3
Kategori Gratilikasd terdinl aras;
a.  Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b.  Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan,

Pazal 4
1] Gratifikasi yang wajilt  dilaporkan sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal 3 horul & merupakan

Gratifikasi  vang diterima oleh  Pegawai  vang



()

berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan

kewsajiban atau tugas yang bersangkutan, meliput:

(=

pemberian layanan pada masyarakat di luar
PETIETIIMKATL YRR 54l

tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar
RENECITAAL Yang satb

tupas dalam proscs pemeriksaan, audit, revig,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnyd di fuar penerimaan vang sah;
pelaksanaan peralanan dinas,/ kuniungan
kedinasan di luar penenmaan yang sakh,

proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan
kegiatan dengan Fihak Lain terkart dengan tugas
den kewenangan,

adanya peErjanian kerja
samd f konirak/ kesepakatan dengan Pihak Lain;
proses sebelurn, selama, atau setelah pengadaan
barang dan jasa;

fazilitas  transportasi, hiburan, wisata, dan
voucher yvang berhubungan dengan pelaksanaan
tupas dan kewajiban,

jamuan makanan yang tidak Berlaku urnam;
upaya untuk mempengaruhi kebijakan §
kepurusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan
kewajiban ftugas;

hadiah atau parsel dalam rangka harl raya
Hragamaan vang terkait dengan kedinasan dari
pthak  yang  memiliki potensi Benturan
Kepentingan,

petmberian honor dalarm kegiatan Ikiil; dan
pemberian bantuan dalam bentuk vang, Selarta
Uang, barang, dan lainnya yang bertujuan untuk
rmenarik perhatian atasarn,

Gratifikasm yang tidak wajib dilaporkan sebagaimans

dimaksud dalam Pasal 3 hurul b meliputi:




a. Gratifikazi yang terkait dengan Kedinasan,

mekliput:

1.

sepala sesuaty yang dipernleh dari kegiatan

resml kedinasen sepertl weminar, workshop,

konterensi, pelatihan, atau kegiatan lam

gsejenis, di dalam negen maupun di luar

negeri, balk yang diperoleh darn panitia

seminar, penyelengpara, dalam  rangka

kepesertaan, yang antara lain berupa:

a] semunar kit Kedinasan vang Berlaky
Llrom;

b}  pembenan cindera mata, souvenir atau
plakatr yvang berlogo instansi;

¢} hadiah/door prize yang Berlaku Urnuim;

dj [lesilitas penginapan vyang Berlaku
Umum  s=epanjang tidak  terdapat
petnbiayaan ganda dan tidak melehihg
standar ketentuan yang berlaku; dan

¢l  konsumsifhidangan, sajian bervps
makansn dan minuman yang Berlaku
Umum.

kompensasi yang diterima terkait kegiatan

kedinasan dari penyelengpara kegiatan

sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda,

tidak terdapar Bernturan Kepentingan, dan

Lidale melanggar ketentuan yang berlaku di

Kementenan, antara lain berupa:

4] honorfinsentif, baik berupa  uang
maupun Sctara Uang;

B  hiaya transportasi;

e}  akomodasi; dan

d} pembiayaan yang telah  ditetapkan
dalam standar biava vang berlakua di

Kementenan,

b,  Gratifikasi vang tidak terkait dengun Kedinasan,

truelipati:



premberian dalam keluarga yaitu
kakek/nenck, bapal /ibu fmertoa,
SUAInLf 15T, anak/thenaniy, anak

angkat/wali  yang sah, cuoa, besan,
paman/bibl, kakak/adik/ipar, scpupu, dan
keponakan, sepanjang tidak  terdapat
Benturan Kepentingan,

keuntunpan/bunga dari penempalan dana,
invesrasi, atau kepermulikan saham pnbadi
vang Berlaku Umum;

maniaat dar koperasi, organisass
kepegawalan, atau oTEANISAST YAng Sejenis
berdasarkan keanpgotaan  yang  Berlaku
Umurn;

hadiah tidak dalem bentuk uang atau alat
mwkar lainnya, yang dimaksudkan sebagai
alat  promosi  atau sostalisasl yang
mengeunakan logo atauw pesan sosialisas,
sepanjang  tidak mcrnulikl Benturan
Eepentingan dan Bertaku Umum;

hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari
kejuaraan, perlombaan, kompetiz), prestasi
akadermnik atau nonakademiz yang diikad
dengan menggunakan biaya sendir;
penghargasn baik berupa vang atadu bareng
vang ada kaitannya dengan peningkatan
prestast  kepa wvang diberikan  oleh
peroerintah sesual dengan ketentuan
peraiuran perindang-undangan;

hadiah  lanpsung/undian, diskon/rabat,
trowcher, paint rewards, atau souvenir yang
Berlaku Umum;

kaompen=sasi atau honor atas profesi di luar
kegiatan kedinasan wang tidak terkait
dengan  tugas  dan kewajiban Pepawai,

sepanjang tidak terdapat Benturan



10.

11.

12,

13.
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Kepentingan dan tidek melanggar kode etik
Pegawal;

karangan bunga schbagal wucapan vang
diberikan dalam acara scpertl perlunangan,
pernikahan, kelahiran, %ematian, akikah,
baptis, khitanan, potong gigl, atau upacara
adar/agara lainnya, piaah sambut, pensiun,
promosi jabatan;

permnberian dari Pihak Lain sebagal hadiah
dalarm bentuk uvang, jaza, danfatau barang
varng rmemiliki  nilai jual rerkait dengan
pertunangan, permiksahan, kelahiram, agigah,
baptis, khitanan, potong mg, atan upacara
adatfapama lainnya acara dengan batasan
nilai paling banyak EREpl.000.000.00 (satu
juta rupiah)] setiap pemberian;

pemberian terkait dengan musibah atau
bencana yang dialami olch din pencrima
Ciratiikas, svemi, str, snak, bapak, ibuo,
mertua, danfatau  menantu penerima
Uratifikasi  Bepanjang  tidak  terdapat
Benturan Kepentingan dan  memenuhi
kewnjaran alag kepatlan;

pemberian sesama rekan kerja dalam rangka
pisah sambual, pension, mutasi jabetan, atau
ulang talhun vang ndak dalam bentok vang
atau alat tukar lainnya paling banyak senilai
Ep300 Q00,0 jtiga ratus ribu mamah) setiap
pemberian por orang,  dengan total
pembernan udak melebihn Bp 100G Q0 00
(satu juta rupiah) dalam 1 (satu}l tahun dan
pembert yang sama, sepanjang bidak terdapat
Benturan Kepentingan;

pemberian sesama rekan kerja vang tidak
dalam bentuk wang, setara vang, alau alat
tukar lainnys, dengan nilal pating banyak
Ep20d.000,00 jdua ratus ribu rupiah) sctiap



(1)

(2]

3]

{4]

(=]

=11 -

pemberian per orang Jdengan batasan nilai
paling banyak Rpl. 00000000 {satu juta
rupiah] dalam 1 (sarm] tabun dari pemberi
VAR F¥aAma;

14. pemberian berupa hidangsen atau  sajian
makanan atau minuman yang Berlaku
L dan

15. pembenan  karena  bubungan  keluarga
semenda dalam garis keturunan lurus 1
[zatu) derajal ataw dalam gans kemmanan ke
zamping 1 [satu] dergat sepanjang twdak
mempunysl Benlurdan Kepentingan  dengan
penierima Gratlikas.

BAB llI
UNIT PLGENDALIAN GEATIFIKAS]

Baplan Kesaru
Pembentukan Unir Pengendalian Gratilkase

Pasal 5
UPG terdiri atas:
a. UPQ pusat; dan
bB. UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis.
UPG pusat sebapaimana dimaksud pada ayat [1} hurat
a berkedudukan di Inspektorat Jenderal.
UPG saluan kerja dan UPG unit pelaksana teknis
sebapaimana  dimakswud pada ayat [1} bumal b
berkedudukan di satuan kena dan unit pelaksana
teknis pada Kementerian,
UPG pusat scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri
UPG matuan kera dan UPG unit pelaksana teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat [3) ditetapkan

denpan keputuzen kepala saluen kerja dan keputusan
kepala untl peluksana teknis.




{1)

i)

(1)

{2)

(3}

4

(=)
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Bagian Kedua
Struktur Uit Pengendalan Gralilikasi

Fasal 6
Srruktur arganizsasi VPG pusat terdiri atas:
A peEnenggung jawab;
b, hKetua;
. wakil ketua;
. sekretaris, dan
e, pelaksana,
Struktur organisasi UPG satuan Kerja dan UPG unit
pelaksana tekrnis terdin atas:
a2 ketua,
b, sekretars; dan
c. pelaksana.

Pasal 7
Penangeung Jawab sebageimana dimaksud dalam
Pasal & ayat (1| hurul a dijabat eolch Inspecktur
Jenderal.
Kelua sebagaimana dimalksud dalam Pasal & ayat {1)
huruf b dijabat oleb Sekretaris nspelkiorat Jenderal.
Wakil Kctua schapmmana dimaksud dalam Pasal 6
ayvat (1) humafl ¢ dijabat oleh Kepala Bagian Pengelolaan
Haxil Perogawasan, Sistern Infocmasi, dan Penpaduan
Masyarakat pada Tnspektorat Jenderal,
Sckrotans schagaimana dimaksud dalam Pasal © ayat
(1} hhural o dijabat oleh Kepala Suhbagian Pengaduan
Masvarakat dan Sistem [nformasi Penpawasan pada
Inspektorat Jenderal,
Pelalzana sebagaimana dimaksod dalam Pasal & ayval
(1] haraf v dyabat oleh paling barvek 5 (ima] orang
pelaksana pada Baman Pengelolaan Hasil Pengawasan,
Sistem [nformasi, den Penguduan Masvorakat pada

Inspektinrat Janderal,



{1

[2}

(3]

(4]

(1]

4
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Pasal 5

Ketua scbapaimana dimaksud dalamm Pasal & ayat (2)
buraf a dhjebat oleh kepala zatuan kerja atau kepala
unil pelaksana tekKnis.

Sekretanis sebagaimana dimalesud dalam Pasal 6 ayat
(20 huraf b dijabat oleh paiing rendah  pejabat
pengawas vang membidangi vrusan tata usaha pada
satuan kerja dan unit pelaksana tekoms.

Sekretoria sebagnimana dimaksud dalam Pasal & avat
{2] hurul b pada Inspektorat Jenderal dijabat oleh
Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Sistem
Infurmasi Pengawasat.

Pelaksana schagamensa dimalksud dalam Pasal © aynl
(2] huruf ¢ dijabat oleh paling banyak 7 ([tujuh) orang
pelakzana pada satuan kerla atau unit pelaksana

tekniz.

Bagian Ketiga
Tugas Urut Pengendalian Gratifikas:

Pasal &

Dalam  menyelengparakan fungsi pengendalian

Fratifikas:, UPG pusat mempunyar tugas:

a. rmengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan
pengendalian Gratifikasi;

L melaksanakan koordinas) dan konsultasi dengan
KFK atas nama Menteri dalam  pelaksanaan
Pengendalian Grarifikasi;

<. menyiapkhan dan mengoordinasikan  pelaporan
ratihkasi melahu aplikasi; dan

d. menysmpaikan lagporan penpendalian Gratifikasi
kepada Menteri setiap satu tahun sekali.

Balam  menyelenggarakan Jungsi | Pengeondalian

Gratibkasi, UPG satuan keta dan VPG unit pelaksana

tekhis mempunyal tUgas;



TI.
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memberniksan saran dan  pertimbangan  terkait
Gratiikasi pada satuan kerja dan unit pelakzana
teknis;

mencrnma  laporan  adanya  Gratifikasi  dan
melakukan werifikasi kelengkapan dan analisis
atas laporan Gratilikasi yang bersangatan;
memimla kelerangan kepada Pelapor dalam hal
diperlukan;

mencruskan penyvampalan laporan kepada KPK
terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh UPG;
menvampaikan  rekomendasi  dan  penetapan
status Gratifikasi olel KPK kepada Pelapor;
rmenyLusun  tekapitilasi  laporan petianganan
Cratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana
teknis serta menvampaikan kepada UPG pusaf
dengan tembusan kepada KPR

menindaklan uls rekomendan KPK  dalam
penanganan dan permanfaalan Gratihlkas;
memantau tindak lanjut atas rekemendaszi dan
permanfaatan Gratiikasi vang diberikan olebh KPK;
membenkan informas dan data terkeut
penanganan zcrta perkembangan  sistem
pengendalian Gratifikasi schapai bahan
periimbangan bag punpmman  instanst  dalam
penenttusan lkkehijaltan dan atrateg pengendalian;
melakukan  sosialisasi dan  internalisas,  alas
ketentlan Gratifikasi atau penerapan
pengendalian Graliikas) pada satwan kena dan
unit pelaksana teknis;

melakulkan  Koordinast dan  konsullas dengan
LUPG Pusat dalam  pelaksanaan  pengendalian
Gratifikasi;

tnelakukan konhrmaszi ke KPK terkait penetapan
aratus Crratifikasi jika diperlukan; dan

tenvusun daty mengevaluas rencana aksi dan
daftar tilik rawan Gratilikasi pada satuan kerja
dan unil pelaksana teknis.



BAB IV
PELAPORAN GRATIFTRAS!

Bagian Kesatu

Umum

Pazal 10

Pelaporan penerimaan dan penalakan Gratifikasi dapat

dizsampaikan kepada:

A
Ea.

L

{1]

[+

(1]

KPK;

UPG satuan ketja; aray
LIPG unit pelaksana tekniy,

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaporan Penerirnaan dan Penolakan

Gratifikasi Kepada Komizi Pemberantasan Koripsi

Pagal 11

Pelapor  menyarmpaikan laporan pencerimaan dan
penulakan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka wakiu
paling lama 30 (tga puluh) han kena sgjak tanggal
Gratilikas diterima.

Salman bukth penvarnpaisn  lpporan  schagaimana
dimaksud pade ayval {1] dapai diserahkan oleh Pelapor
kepada UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana
teknis paling lama 10 [sepuluh] han kega schelah
laporan peneritmaar Gratifikess disampaikan kepada
KPK.

Pasal 12
Penyampalan laporan Gratifikasi sccara  langsung
kepada KPK dilakukan dengan cara;
. langaung ke kantor KPH oleh Pelapor atau orang
yvang mendapat kuasa tertulis dan Pelapor; atau
b.  melalu pos, surat clcktronik, atau sttusfaplikasi
KPK.
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Formulir  laporan penenimasn  dan penolakan

Cratilikasy dapat diperoleh melalur

a.  kantor KFPK,

k. sekretariat UPS satuan kerja dan UPG  unit
pelaksana teknis; danjatae

¢. laman resmi KPE.

Bagian Ketipa

Mekanisime Pelaporan Penenmaan dan Penclakan

Ciratifikasi Melalul Unit Pengendalian Gratilikasi Satuan

(1)

{]

(=

[

Kerja dan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 13

Felapor menvampaikan laporan penernimasn dan
penolakan Gratifilkas) melalui UPG satuan kerja dan
LR unil pelaksana tekms secara elekirotik maupun
nonetekironik.
Penyampaian laparan penetimaan dan penclalan
Gratililkas: sclhagamana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam  jangka wakliu paling lama 10
(sepuluh] bart kera  lerhitung sejak tanggal
diterimanya atan ditolaknya Gratfikasi.
UPS satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis
melakukan  verifikazi atas kelengkapan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
Laporan penermagn dan penolakan Gratiiikasi
diangpap lengkap ks memoat  informasi paling
sedilat:
2. nama dan alamat pembern Gratuhibkasi;
L. identiras Pelapor henapa Momor Induk

Kependuduken, nema, alamal lengkap, dan

nomor telepon;

<. jabatan Pelapor Gratifikasi;

tempar dan wakmy penerimaan dan penolakan
Gratilikasi;




3]

18]

{7]

(B

{1
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e aralan jenis Graliikast yang  diterima  ataw
ditolak, dan melampirkan bukii dalam bentuk
sampel atau foto jika tersediag

f.  nilai atau taksiran nilai Gratifikssi yang diterima
arau ditolak; dan

g.  kKronologps PENCTIMEAN atau penolakan
Grratilkasi.

Penyampalan laporan schbagaimana dimaksud pada
ayat [4] disampaikan secara tertulis dengan tmengisi
formulir  laporan  penerimaan dan penolakan
Gratifikasi, surat elektromk, atan aplikasi sesuai
dengan mekanisme vang berlaku.
Dalam hal laporan Gratiikas: sebagaimana dumaksuod
pada ayat [2) diangpap belum lengkap, UPG satuan
keria dan UPO unit pelaksana teknis menyampaikan
permintaan apar Pelapor melengkapi  dan/atao
memperbaikl laporan paling lama 2 [doa) hari kerja
sejak permintaan kelengkapan data diterima.

Peovampamn laporaty dinyatakan sah jilee Pelapor

elah mendapat bulti fanda terima  peryampaian

laporan darm UPG satuan keda dan UPG unit
polaksana cknis,

DPG satuan kepga dan UPG unit pelaksana tcknis

harnis meneruskan penyveampalan laporan sebagaimana

dimaksud dalam ayat [¥) kepada HPKE melalu VPG
puszat dalam Jangka waktu paling lama 10 [scpuluhj
hari kerja terhitung sejak laporan dinyarakan sah oleh

UPG,

Paszal 14
Penerimaan QOratifikasi berupa makanan dan/atag
mintlman yang silatnya mudah rusal arau memiliki
masa kadaluarae yang singkat, dapet disalurkan
langsung ke pant asuhan, pant jompo, atay tempat
a5l laim danfalau perorangan yang bdalk memiliki

Benturan Kepentingan.



(2

3

(1]

2]

(3

(1]

(2}
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Penyaluran =ebapgaimana dimaksud pada ayat (5§}
didokumentasikan dalam bentuk foto danfatay tanda
terima penyerahan Gratifikasi.

Dokumentas: dan/ateu @anda lenmz peoyerahan
Cratiikast sebapsimane  dimaksud  pada ayat (2]
dilaporkan kepada UPG satuan keoa dan UPG unit

pelaksana lcknis.

Pasal 15

Pelapor dapat menyampaikan permohonan
kompensasi alas objek Gratfikas yang dilaporkannya,
Permohanan kompensasi sebagaimana dimaksud pada
ayat [1}] mengisi kolom kompensasi pada  formulir
laporan Graltikast scbapaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat [3].

Permnbernan kompensas) dilaksanalan sesusd dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BEAB
PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKAS] DAN LAPOREAN
HASIL PENANGANAN OCLEH UNIT PENGENDALIAN
GEATIFIKASI SATUAN KERJA DAN UNIT PELAKSANA
TEKMIG

Bagman Kesatu

Penanganan Laporan Cratilikasi

Fasal 16
UPS satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis
memproses laporan Gratifikasi aleh Pelapor,
Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
1] dizsampaikan kepada KPK dengan tembusan kepada
UPS pusat.



(1}

[2)

(4]

(1)

i)

[1t

{2]
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Bagian Kedus

Felaporan Hasil Penanganan Gratililos

Pasal 17

UPG satuan kepa dan UPG unit pelaksana teknis
menyusun rekapitulasy zebagaimana dimaksod dalam
Pasal % avat [2] hural  setiap 3 (figa) bulan pada
tahun Eerjalan.

Rekaptulasi sebagaimana dunaksud pada ayat (1)
disampaikan setiap awal bulan kepada UP{ pusat.
UPG  pusat menyampeikan  laparan  penanganan
Gratifikas: kepada Menteri paling sedikit 1 {=zatu) kali

dalam 1 [=satu] rahun.

BAB VI
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI

Hagian Kesatu

Hmum

Pasal 18
Gratifikas) disimpan oleh PG satuan kena dan VPG
unit pelaksana teknis sampar dengan penetapan
status kepemilikan Gratilikasi oleh KPR
UP(G satuen kerja dan UPG unit pelaksana teknis
bertanggung  jawab dalam hal Gratiftkasi hilang

dan fatau msak.

Bagian Kedua
Penetapan Status Gratilikaai oleh

Komnisi Pemberantazsan Korupsi

Faszal 19
Penetapan status kepemilikan Gratifikasi berdasarkan
Keputsan Pimpinan KPK .
Dalam hal Keputuzan Pinpinan KPK disumpaikan
secara langsung  kepada penerima  Gratifikasi,



{3}

- -

penerima Gratifikasi dapar menyampaiken salinan
Keputusan Pimpinan EPK sebapaimata  dimaksud
pada ayat (1] kepada UPG satvan kerja dan UPG unit
pelaksana teknis vang bersangkulan dalam jangka
waktu paling lama 7 [twuh] han kera terhitung sejak
tatggal perenimaan Keputusan Pimpinan KPK.

Dalam hal Keputuszen Pimpinan KPK disampaikan
kepada LUPG saluan kena dan UPG unit pelaksana
teknis, UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana
tcknis menyampaitkan Kepumsan Pimpinan KFPK
kepada penenima Gratihkas: dalam  jangka  walkta
paling lama 7 [tujuh] hari kenja terhitung scjak tanggal

pencrimaan Keputusan Pimpinan KPK.

Pasal 20

Dplam hal Gratifikasi ditetapkan metygadi milik penerima

Gratifikasi, Gratiikkasi momadi hak milik  penenma

Gratifikcay lerhitung sejak tangpal ditetaphan.

(1}

(<]

HAE VI
PENYERAHAN GRATIFIKAS]

Bagian Kesatu
Penyerahan Gratifikasi
Yung Ditetapkan Menjadi Milik Megara

Fasal 21

Dalam hal Grarifikasi ditetapkan menjadi milik negara,
UPG satuan kerja dan UPD unit pelaksana teknis
wajilh menyerahkan Grarilikasi kepada KPK dalam
janpgka waktu paling lama 7 {tujuh} hari kerja
terhitung sejak tangeal ditctapkan.
Penverahan Gratifikasi sebapgaimana dimaksud pada
ayat (1) dilabukan dengan cara:
a. UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana reknis

roenyetorkan ke rekening KPK dan
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menyampaikan bukti penyvetoran kepada HPK;
dan

b.  UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis
menyerahkan Gratifikasi kepada KPK dengan

menvampaikan hukli penyerahan Gratifikesi, jika

Gratifikasi dalam bentuk selain uang.

Bagian Kedua
Penyerahan Cratifikasi vang Ditetapkan Menjadi Milik

Satuan Kerja dan Lhat Pelaksana Teknis

Pasal 23

(1] Penenma Gratilikast wajbk menycrahkan Gratilikasi
kepads UPG saluan kens dan UPG unit pelaksana
teknis dalam jangka walitu paling lama 7 joujuh)] han
kerjia  terhitung  sejak  tanpgal  ditetapkan, jika
Gratifikasi ditetapkan menjadi milik satoan ketja dan
unil. pelaksang ek,

(2 VPG satgan kerja dan UPG unit pelalsana teknis
mermbenibkan tanda terima atas penyverahan Gratifikasi.

(& TIPG saman kKere Jdan UPG unit pelaltssna (eknis
menentukan pemanfaatan Gratifikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perandang-undangan.

(4} UPG satuan kerjg dan UPG unit pelaksana 1eknis

melakukan pemantauain atas pemanfaatan Gratifikasi.

BAB VI
HAK DAN PELINDUNGAN PELAPOR

Pasal 23
Pelapor yvang berittkad baik berhak untuk:
a. mempersleh penjelasan terkait hak dan Rewajibannys
dalam pelaporan Gratifikasi;
b, mempervleh informast perkembangan  laporan
Gratifikas:; dan

. mempertleh pelindungan.



{1]

(<)

(3]

{1]
(2]

(1)

I}

L b

Paszal 24
Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf ¢ lerdirl alas:
a, lkerahasiaan identitas  Felapor  dalam  hal
diperlukan; dan
. petlindungan atas keamanan pribadi, keloarga,
dan harta becnda berkaitan dengan laporan
Cratifikasi.
Pelimdungan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdazarkan permohonan Pelaper dan dilakzanakan
e840 dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-
undangan.
Dalam  melaksanakan pelindunpan schagaimana
dimaksud pada ayat [1] huruaf b, UPG Pusat dapat
berkoordinas) dengan mstans terkait,

Pasal 25
Pelapor berhak mendapatkan penghargaan.
Mekanisme pemberian pengharpaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui

Keputusan Menteri.

BAB 1X
FEMANTALAN AN EVALDASI

Pasal 26

UPG pusar melzkukan pemantavan dan evaluasi
lerhadap pelabsanaan pengendabian Gratifikasi pada
HKementeriarn.
Pemantauan dan cvaluasi sebapaimana dimaksod
pada ayal (1) dilakukan melalai:
a. rapaf koordinas); dan
b, evaluas terhadap laporan UPG satuan kerja dan

LUPG unit pelaksana tekms,
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Pazal 27

(1} UPG satuan kerja dan UPG unit pelaksana teknis
melakukan pemantauan dan  evaluasi  ferhadap
penEgendalian  Granihkas pada unit kesja  masing-
tasing.

{2) Pemantavan dan evaluaz] sebapaimana dimaksud
pada ayat {1] dilakukan melalui:
A, sosialisas
b, laporan evaluas:; dan
. penyeharan angkel atan buisiomear.

(3} [aporan evaluas sebagaitmana dithaksud pada avac [2)
hural b dilekukan secara berkala setiap semesier dan
disampalkan kepuada PG pused

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25
Laporan Gratifikasi vang diterma atal masity dalar proses
penanganan laperan 41 UPG satuan kerga dan UPG unit
pelaksana teknis scbhelum Peraturan Menten ini berlako,
diprozses berdasarkan Peraturan Menter Agatma Nomor 34
Tahun 2019 ientang Pengendselian {ratifikasi  pada

Kementerian Agama.

BAB XI
KETENTLUAN PENUTLUIPE

Pasal 19
Pada saat Peraturan Menteri ini mulal berlaku, Peraturan
Menteri  Agema  HNomor 34 Tahun 2019 tentabg
Penpendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama (Berita
Megara Repubilk Indonesia Tabun 2019 Nomor 1534,
dicabut dan dinyatakan tidak beriaka.
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Pasal 30
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1225

Salinan sesuail dengan aslinya
~ kementerian Agama Rl
l{up_a_la Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

NIP. 197506152000031001.




